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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan
buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.
0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis
kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam
Bahasa Indonesia. Kata-ka ab yang sudah diserap ke
ddalam Bahasa Indonesj pa terlihat dalam Kamus

No. | Huruf Nama.Latin
Arab
1 ‘ Tidak
dilambangkan

2 < B Be

3 - T

4 S

5 J

6 :

Dawah)

7 ¢ Ka dan ha

8 2 Dal D De

9 3 Zal z zet (dengan titik di atas)
10 B Ra’ R Er

11 J Zai z Zet

12 o Sin S Es

13 o Syin Sy es dan ye




14 o= Sad es (dengan titik di
bawah)

15 o= Dad de (dengan titik di
bawah)

16 L Ta’ te (dengan titik di
bawah)

17 L Za zet (dengan titik di
bawah)

18 ¢ Ain’ Koma terbalik (di atas)

19 ¢ Gain’ Ge

20 ] Ef

21 3 Ki

22 d Ka

23

24

25

26

27

28

29

1) Vokal Tunggal

ahasa
tunggal atau
ftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya
berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai

berikut;




Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
kN Kasrah | I
Dhamah U U

2) Vokal Rangkap
Vokal rangkag

lambangnya ber

huruf, yaitu:

dalam bahasa Arab yang
ngan antara harakat dan

h atau vocal panja
t dan huruf, transl

...... . A dan garis di
atas
.S | dan garis di
atas
) Dhammah dan U U dan garis di
wau atas
Contoh:

Jé  :gala
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ale :mata
dé  :qila
4) Ta’marbutah
Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua:
1. Ta’marbutah hidup
Ta’marbutah yang hidup atau mendapat harakat
fathah, kasrahdan dammah, transliterasinya adalah
“t”.
. Ta’marbutah majd

kata itu terpisah
ikan dengan ha (h

syaddah itu. Contoh:

L) - rabbana
J5 - nazzala
=l - al-hajj
Rl - al-birr

6) Kata Sandang
Kata sandang dalam  tulisan  Arab

viii



dilambangkan dengan huruf, yaitud' namun dalam
transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata
sandang yang diikuti huruf gamariyah.
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf
syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya,
yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama

ataupun
dari kata
gan tanda

lakhir kata. Bila

hamzah i dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

) -inna

O3AE - ta’khuzuna

¢ 5l - an-nau

8) Penulisan kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim
maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata

iX



tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf
atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini,
penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan
kata lain yang mengikutinya. Contoh:
Jiladam 5 : - Ibrahim al-Khalil -

Ibrahimul-Khalil

9) Huruf Kapital

idahului oleh k
n huruf kapital t wal nama
ukan huruf awal

Karena
di sertai
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ABSTRAK

Harosi, Muh Maulana. 2025. Ratio Decidendi Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Penjatuhan Sanksi
Etik Terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Pembimbing Agung Barok Pratama, M.H.

Pemilihan umum
negara Demokrasi,M
penyelenggaraan p

prasyarat penting dalam
akan kode etik dalam

peradilan eti
integritas d

Ratio

Decidendi melakukan sa elitian ini
bertujuan bahas-mengenai lis DKPP
argumentasi atau imbangan

tik sebagai satu ki kah dalam

mempertimbang asi sanksi

elanggar etik,ser apa saja

akan timbul dari anksi etik

yang relevan.
e teknik analisis

hukum dengan
Kemudian data
preskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Dewan Kehormatan
Penyelenggara  Pemilu  dalam  memberikan  dasar
pertimbanganya tidak melihat kode etik sebagai satu kesatuan,
dan dalam menjatuhkan sanksi tidak mengakumulasikan
sanksi etik yang pernah didapat oleh pelanggar etik. sedangkan
implikasi yuridis yang timbul dari penjatuhan sanksi etik

Xiii



secara berulang-ulang adalah penegasan atas pelanggaran
kode etik, potensi dampak terhadap kredibilitas penyelenggara
pemilu, dan potensi pemberian sanksi yang lebih berat bagi
pelanggar kode etik.

Kata Kunci : Kode Etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu, Sanksi Etik
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ABSTRACT

Harosi, Muh Maulana. 2025. Ratio Decidendi of the
Honorary Board of Election Organisers in Imposing Ethical
Sanctions Against the Chairman of the General Election
Commission of the Republic of Indonesia. Thesis of State Law
Study Programme, Faculty of Sharia, State Islamic University
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Agung Barok Pratama, M.H.

Elections are
Democratic country,
ethics in the imp

nt prerequisite in a
cement of the code of
is an important
Organisers as

an election e maintaining
the integri nisers, so
research i

in conduc sanctions. This Il discuss
whether t sembly” in“provid ntation or

as a unit,
ders the

ecision sees the ¢
ethical

whether
accumula
see what j
of ethical

lications will aris
peatedly.

method that the
legal research wj

literature. j e prescriptive
analysis technig

The resul orary Board of
Election Organisers in providing the basis for its
consideration did not see the code of ethics as a unit, and in
imposing sanctions did not accumulate ethical sanctions that
had been obtained by ethical violators. while the juridical
implications arising from the imposition of ethical sanctions
repeatedly are affirmation of violations of the code of ethics,
the potential impact on the credibility of election organizers,
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and the potential for more severe sanctions for violators of the
code of ethics.

Keywords : Code of Ethics, Honour Council of Election
Organisers, Ethical Sanctions
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu
adalah salah satu hal enting bagi keberhasilan
penyelenggaraan pe ewujudkan kedaulatan

isi Pemiliha
(Bawaslu).. dan
ilu-(DKPP). tel i tkan oleh
tuk menyelenggar menurut
an kewenangan g-masing.
ilu harus memi integritas,
dirian ‘serta p s dalam
emilu, <dalam j i

sebagaimana

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau
disingkat DKPP memiliki kewenangan dalam menerima
dan menindaklanjuti laporan/pengaduan yang berkenaan
dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh

1 Agus Iptian Dasopang,”Kajian Hukum Putusan Dewan
Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota
Penyelenggara  Pemilu  (Analisis  Putusan ~ Nomor  317-Pke-
DKPP/X/2019)”, Jurnal llmiah Mahasiswa Hukum,vol 1.3 .2021.

2 Saleh, Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu,
(Jakarta: Sinar Grafika ,2017), him.57.

1



anggota, sekretaris, maupun jajaran KPU dan Bawaslu.®
Sebagai lembaga yang mengadili kode etik penyelenggara
pemilu, dalam proses penyelenggaraan pemilu yang dapat
dipercayai oleh masyarakat, DKPP menggunakan nilai
(value) yang dijadikan s i norma dalam pelaksanaan
tugasnya. DKPP seb instrumen control sosial

DKPP
Republik

i pasal 159 Un
7 Tahun 2023 te ahan atas
omor 7 Tahun 20 Pemilihan
lam menjalankan ungsinya,
Peraturan DKPP u akan kode
pemSilu yang m
PP No. 2 tahun 2
ilihan Umum,

dalam Peratu n 2022 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum.®

3 Muhammad,”Peran Kelembagaan Etik Dkpp Dalam
Mewujudkan Pemilu Demokratis”, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan
Riau,2020.

4 Jimly Asshiddigie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu,(
Jakarta : Raja Grafindo, 2013).hIm.38

5 Mikhael Wisnumurti dan Tomy Michael,”’Kedudukan Lembaga
Serta Tindak Lanjut Mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu”,Journal of Law and Social-Political Governance,3.2, 2023.



Keberadaan DKPP dalam menjaga kode etik
penyelenggara pemilu telah menunjukan efektivitas pada
rentang bulan januari tahun 2024 sampai dengan bulan
september 2024 dan telah menindaklanjuti sebanyak 514
aduan dugaan pelanggaran j@de etik penyelenggara pemilu,
dari 514 aduan ters duan telah terverifikasi
administrasi ©.hal 4 bahwa pelaksanaan
bermasalah
ik untuk penulis

elanggar: prinsip
ikasi.dengan c
r Pasal 6 ayat (3) f jo Pasal
; Peraturan DKPP
dan Pedoman P
dalam  amar

selaku Ketua
milihan  Umum

terhitung sejak Putusan ini dibacakan;”."

Hasyim Asy’ari kembali mendapatkan sanksi etik
pada tanggal 18 Januari 2024 dalam putusan No. 135-PKE-

®Tio  Aliansyah ,”Selama 2024 DKPP terima 5147,
https://dkpp.go.id/tio-aliansyah-selama-2024-dkpp-terima-514-
aduan/#:.~:text=Bogor%2C%20DKPP%20%E2%80%93%20Sepanjang%
20tahun%202024,Etik%20Penyelenggara%20Pemilu%20(KEPP).
(Diakses pada tanggal 7 November 2024)

" Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 35-PKE-
DKPP/11/2023 dan No. 39-PKE-DKPP/I11/2023.



https://dkpp.go.id/tio-aliansyah-selama-2024-dkpp-terima-514-aduan/#:~:text=Bogor%2C%20DKPP%20%E2%80%93%20Sepanjang%20tahun%202024,Etik%20Penyelenggara%20Pemilu%20(KEPP)
https://dkpp.go.id/tio-aliansyah-selama-2024-dkpp-terima-514-aduan/#:~:text=Bogor%2C%20DKPP%20%E2%80%93%20Sepanjang%20tahun%202024,Etik%20Penyelenggara%20Pemilu%20(KEPP)
https://dkpp.go.id/tio-aliansyah-selama-2024-dkpp-terima-514-aduan/#:~:text=Bogor%2C%20DKPP%20%E2%80%93%20Sepanjang%20tahun%202024,Etik%20Penyelenggara%20Pemilu%20(KEPP)

DKPP/XI11/2023, No. 136-PKE-DKPP/XI11/2023, No. 137-
PKE-DKPP/XI11/2023, dan No. 141-PKE-DKPP/XI11/2023.
Hasyim Asy’ari dinilai melakukan pelanggaran etik karena
tidak berikap profesional dengan berkomunikasi dalam
rangka perubahan PKP or 19 Tahun 2023 yang
merupakan tindak | Mahkamah Konstitusi

1 dalam
, Perkara
a Nomor
PP/XI1/2023 dan mor 141-
11/2023  selaku
isi Pemilihan U
ibacakan, 8.

sidang PHPU
Presiden tah nstitusi  menilai
seharusnya pemberian sanksi bagi teradu yang sudah
pernah mendapatkan sanksi peringatan keras terakhir maka
harus diberikan sanksi berat yakni pencopotan jabatan.®

8  Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 135-
PKE-DKPP/XI11/2023, No. 136-PKE-DKPP/XI1/2023, No. 137-PKE-
DKPP/XI11/2023,dan No. 141-PKE-DKPP/X11/2023.

® Dwi Rahmawati,”Ketua Dkpp Jawab Hakim MK Soal Sanksi
Teguran Keras Tapi Tidak Diberhentikan”,
https://news.detik.com/pemilu/d-7280722/ketua-dkpp-jawab-hakim-mk-
soal-sanksi-teguran-keras-tapi-tak-diberhentikan ( Diakses Pada Tanggal 6
November 2024)



https://news.detik.com/pemilu/d-7280722/ketua-dkpp-jawab-hakim-mk-soal-sanksi-teguran-keras-tapi-tak-diberhentikan
https://news.detik.com/pemilu/d-7280722/ketua-dkpp-jawab-hakim-mk-soal-sanksi-teguran-keras-tapi-tak-diberhentikan

Pasal 37 peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara
Pemilu menjelaskan bahwa terdapat dua macam sanksi
yang pertama sanksi teguran tertulis yang berisi

Peringatan, Peringatan Keras, dan Peringatan Keras
Terakhir. Serta sanksi yang kedua yakni sanksi
pemberhentian sementara Sanksi pemberhentian tetap.
Adapun dalam Peratu No. 1 Tahun 2022 tidak

sanksi etik

ah DKPP

etik

satu/kesatuan, d nksi yang
bersifat -akumul Peraturan
Kode . Etik tid ur terkait
dan Eskalasi p kode etik
an sanksi tidak ili uan yang

PENJATU

KOMISI

INDONESIA”.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ratio Decidendi DKPP dalam penjatuhan
sanksi etik kepada ketua KPU RI1?

2. Apa Implikasi Yuridis dalam penjatuhan sanksi etik
kepada ketua KPU RI?

REPUBLIK



C. Tujuan Penelitian
1. Menjelaskan Ratio Decidendi DKPP dalam penjatuhan
sanksi etik kepada ketua KPU RI.
2. Menjelaskan Implikasi Yuridis dalam penjatuhan sanksi
etik kepada ketua KPU RI.
D. Manfaat Penelitian
Peneliti dalam pe

ini terutama bagi pembaca

teoritis dapat
ik khususnya

menambah ..ilm
dibidang hukum t da bidang
serta sebagai ba dasi bagi
matan Penyelen
kan kepastian huk

digunakan putusan.’® Poin
ratio decidendi dapat dilihat pada bagian
konsideran/menimbang pada pokok-pokok perkara yang
sesuai dengan kaidah hukum Indonesia yang berpatokan

0] Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif
dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Prenada Kencana Grup, 2017)
him.76



pada civil law system.!! Ratio Decidendi dapat
ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan
putusan yang didasarkan atas fakta-fakta itu, dengan
demikian suatu fakta gpateriil dapat terjadi karena
adanya dua kem putusan yang saling
berlawanan yan

ersi atau kontrapr
lika-percontohan,
nya:sistem.pene
tan aparatur, h

lembaga

tik
atau ‘hukuman

undangan. tionary, Seventh
Edition, sanksi (sanction) adalah: A penalty or coercive
measure that results from failure to comply with a law,

1 Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif dan Praktek dari
Mahkamah Agung Mengenai Putusan, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2009)
him.164

12 Warmin, “Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Perkara Tanah
ditelantarkan ditinjau dari Perspektif Keadilan Hukum ( Analisis Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2899 K/Pdt/2018 )”,Jurnal
Hukum Ekonomi Syariah Vol. 01, No. 01, 2023.

13 Abraham Amos H.F, Legal Opinion Teoritis & Empirisme
,(Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007).



rule, or order (a sanction for discovery abuse)" atau
sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang

dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi
undang-undang.*

Menurut Jimly Asshiddigie, terdapat perbedaan
antara sanksi pelan n hukum dengan sanksi
pelanggaran etika
pencegahan,

Sanksi etika
peringatan yang

a bertahap atau
, teguran kedua n tingkat

seorang aparat at
ragger), adalah
seseorang dari

buruk sala i an dalam wadah
organisasi i risi seperangkat
prinsip-prinsip umum yang berisi nilai-nilai sosial atau
moral yang lebih bersifat membimbing daripada
mendiktekan suatu bentuk perilaku. Menurut Prabang
Setyono Kode Etik adalah aturan-aturan sosial atau sikap

14 Ahmad Mathar, Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan,Jurnal
An-Nadhwah,Volume 3, 2023.

15 Jimly Asshiddigie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru
tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and
Constitutional Ethics,(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him. 78-80.



akhlak yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh
para anggota yang tergabung dalam suatu kumpulan atau
organisasi. Kode etik merupakan prinsip yang keluar
dari hati nurani setiap profesi sehingga setiap
tindakanya, seseorang yang merasa berprofesi tentulah
membutuhkan patokan moral dalam profesinya 6
Seperti  haln Profesi  lain, lembaga
penyelenggara pen omisi Pemilihan Umum
(KPU) dan B

ritas dan Profesio
ritas . dan ( pro tersebut
i jadi kode

16 Ahmad syahrus Sikti,Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur
Peradilan,( Bandung : Citra Aditya Bakti,2021).hIm.20
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Tabel 1.1
Analisis Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian
terdahulu
No. | Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
Penelitian Penelitian
1. | Pelanggaran Kode | Dalam Dalam penelitian
Etik Rangkap | penglitian ini | ini membahas
Jabatan bk i mengenai  dasar
Penyelenggara putusan DKPP
Pemilihan U dalam putusan

(Studi P

ormati
pendekatan
penelitian
yakni :
pendekatan
perundang-
undangan,
pendekatan
kasus,dan
pendekatan
konseptual.
penelitian

membahas
mengenai ratio
decidendi
DKPP .Teori
yang
digunakan
dalam

ayat (2) huruf a
Undang-undang

nomor 7 tahun
2017 tentang
pemilihan umum
bahwa  anggota
bawaslu dapat
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Kualifikasi

penelitian ini | diberhentikan
memiliki secara tidak
persamaan hormat  apabila
yakni tidak lagi
menggunakan | memenuhi syarat
teori ratio sebagai  anggota
decidendi bawaslu.
Dalam Penelitian
ini mengKkaji
Putusan
DT.G/2023
yang
penelitian
yuridis
normatif, hak
Penelitian ini lagu
memiliki sebagai
persamaan bersama
yakni
mengkaji
dasar

pertimban

digunakan
dalam
penelitian ini
memiliki

persamaan
yakni
menggunakan
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teori ratio
decidendi
menurut
Mackenzie

3. | Analisis Terhadap | Dalam Dalam penelitian
Sanksi Etik Bagi [ penelitian ini | ini membahas
Hakim Yang | mgiliki tentang  analisis
Melanggar Kode substansi yang
Etik Hakim diatur dalam kode
Djumardin,S etik hakim, jenis-
is sanksi yang
dalam kode
im,
penyebab

penelitian
yakni«
pendekatan
perundang-
undangan,
pendekatan
kasus.

Penangana i i i memiliki

Dugaan Ko i erbedaan  yakni
Oleh Dewan | persamaan jenis  penelitian
Kehormatan yakni yang digunakan
Penyelenggara membahas merupakan
Pemilu (DKKP) | mengenai penelitian empiris.
Pada Pemilu | penerapan

Tahun 2019 di [ sanksi etik
Provinsi Riau terhadap
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Mulyadi Ranto | pelanggaran
Manalu , Tesis | kode etik.
Hukum
Tatanegara, 2021.

5. | Kepastian hukum | Dalam Dalam penelitian
putusan dewan | penelitianini | ini membahas
kehormatan memiliki tentang
penyelenggaraan kewenangan
pemilu atas sanksi Dewan
pemberhentian Kehormatan

anggota Penyelenggaraan

milu dalam

pendekatan
perundang-
undangan,

pendekatan
kasus,dan

pendekatan
konseptual.

Dewan
ehormatan
Penyelenggaraan
Pemilu Nomor
317-PKE-
DKPP/X/2019.

Berdasarkan Tabel 1.1 yang menjelaskan mengenai
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan dengan
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penelitian penulis, Penulis dalam hal ini akan mengkaji
teori Ratio Decidendi DKPP dikarenakan ada dua putusan
yang menjatuhkan sanksi terhadap Ketua KPU RI yang
mana jabatan ketua KPU RI merupakan posisi strategis
dalam penyelenggaraan pemilu dari kelima penelitian
tersebut belum ada yang memetakan terkait dengan Ratio
Decidendi DKPP sehing tusan DKPP tersebut pernah
dipertanyakan oleh onstitusi dalam sidang
Perselisihan Hasil residen tahun 2024.
Namun Keli iti i penulis gunakan
S terkait Ratio
han sanksi

untuk™ mewujud
ng diharapkan.
wajib .ditentuk tan yang
. Hal ini bermak penelitian
lihat dari

sesuai
sebuah

merupakan yang dilakukan
dengan menggali serta menelaah hukum sebagai istiadat,
aturan, teori, serta ketentuan guna menanggapi isu
hukum yang sedang dikaji peneliti.'’

17 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB: Mataram
University Press, 2020), hal. 47
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2. Pendekatan Penelitian
Adapun terdapat tiga macam pendekatan yang
digunakan oleh peneliti dalam melakukan pendekatan
masalah antara lain :
a. Pendekatan undang-undang (statute approach)
Metode ahasan penulis mengenai
i n melakukan pendekatan
dengan per (Statute Approach),
memahami secara

h ditetapkan ole
miliki kekuatan h
Konseptual (Con

Jatuhan Sanksi
jadi fokus dalam
penelitian ini.
3. Sumber Data
Merupakan penjelasan mengenai sumber data
yang didapatkan oleh peneliti.

18 17 Johnny lbrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum
Normatif, Bayumedia Publishing Malang, 2007,
him.302.
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a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7
Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.

3) Peraturan DKPPgp. 2 tahun 2017 tentang Kode

ilihan Umum.

Tahun 2017 tentang

4)

5) 21 tentang
Dewan
. 3 Tahun
ntang ~Pedoman ode Etik

ggara Pemilihan
Komisi.Pemiliha .1 Tahun
n Komisi Pemil No. 19

10) Per.
Indonesia No. 1 Tahun 2020
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini
meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis
dan disertasi hukum juga termasuk jurnal hukum,
pendapat para ahli, kasus-kasus hukum dan berbagai
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bahan lainya yang bersifat relevan dengan topik
penulisan.®®
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dokumentasi, inventarisasi dan
klasifikasi. Dokumen merupakan catatan yang sudah

bisa berbentuk t un suatu karya dari
djgunakan merupakan

penelitian ini.
golongan bahan h
an penelitian yan
5. Tek n Bahan Hukum

s analisis data, m
ini yaitu Preskr
tkan saran-saran

dari 5 (lima) bab
yang masing-masing bab nya akan dijelaskan secara singkat
dibawah ini:

BAB | : berisi tentang akar masalah yang menjelaskan
permasalahan yang hendak diangkat dalam riset ini,
beberapa poin masalah serta tujuan yang mana inti dari

19 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum edisi Revisi, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2014). HIm 63
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pembahasan yang akan menjadi objek dalam tulisan ini,
kegunaan atau manfaat penelitian, penelitian yang relevan
sebagai parameter serta tolak belakang dalam penelitian ini,
kerangka teori, metode atau tahap riset serta harmonisasi
penulisan.

BAB Il : berisi tentang landasan teori yang melandasi
pembahasan secara rinci digunakan sebagai landasan
analisis dalam penelitian juga turunan dari temuan
penelitian sebelumny, informasi lainnya yang
dimana informasi t k suatu kerangka teori
n penelitian ini,

KE- 39-PKE-
dan Putusan . 135-PKE-
0. 136-PKE-DKP
PKE-D 23, dan No.141- X11/2023.
n tentang Pemba
ara mendalam Im
tik kepada ketua
, dan saran, serta k




BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Majelis DKPP dalam memberikan Ratio Decidendi

tidak melihat pelanggaran kode etik sebagai satu kesatuan,
Sehingga Putusan pelanggaran terhadap Integritas dan
Profesionalitas hanya dilihat dari prinsip-prinsip yang
dilanggar oleh teradu. D lam melakukan penjatuhan
sanksi kepada terad ti melanggar kode etik,

PP No:2 Tahun

dalam  persi
-yuridis - mempe
um yang timbul
dari perbuatan t

RI
n atas
pelanggaran mpak terhadap
kredibilitas pemilu, dan
kemungkinan pemberian sanksi yang lebih berat. DKPP
telah menunjukkan komitmennya dalam menegakkan etika
dengan memastikan bahwa pelanggaran etik tidak dibiarkan
begitu saja dan mendapatkan sanksi yang sesuai. Namun,
pemberian sanksi Peringatan Keras Terakhir berulang
kepada Ketua KPU RI, berpotensi merusak kredibilitas

60
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lembaga penyelenggara pemilu dan  menurunkan
kepercayaan publik. Penjatuhan sanksi yang lebih berat
juga dapat menjadi pertimbangan jika pelanggaran yang
dilakukan Ketua KPU dinilai sangat serius dan berdampak
luas.
. Saran

Teori Ratio Decidendi yang digunakan penulis dalam
penelitian ini didasarkangmada teori yang disampaikan
Muhammad Rusli, | dapat melihat dasar
pertimbangan hakj ehensif karena teori

is berupa
alat bukti

bil dari
persidangan, se
kang' “terdakwa, um dari
a,kondisi  diri dan lain
, teori iniskuran igunakan
utusan etik,sebab ih sering
eradilan pidana d
P dalam menga aran kode

Idasarkan pada
etika itu send ik dan buruknya
perbuatan teradu.serta dalam penjatuhan sanksi etik,DKPP
perlu menambahkan sistem Akumulasi, sehingga dalam
pemberian sanksi etik tidak terjadi inkonsitensi.
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